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ABSTRAK 

 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan 

menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah 

dari Allah SWT dan perkawinan merupakan ibadah. Dalam perkawinan jika terjadi masalah 

rumah tangga dan berakibat perceraian maka masalah yang sering timbul selain hak asuh anak, 

yaitu tentang harta kekayaan. Harta benda perkawinan dalam Undang-undang perkawinan diatur 

dalam pasal 35 dans 37 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 

sedangkan harta bawaan dari masing-masing seperti hadiah, warisan dan hibah adalah milik 

masing-masing pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Akibat yang menyangkut 

harta bersama atau harta perceraian ini Undang-undang Perkawinan menyerahkan kepada para 

pihak yangs bercerais tentang hukum mana dan hukum apa yang mempertimbangkan menurut 

rasa keadilan yangs sewajarnya. Dari tujuan yang sudah diterangkan di atas tidak sepenuhnya 

berjalan dengan bahagia dan kekal, oleh karena itu tujuan perkawinan sulit dicapai karena terjadi 

pertengkaran dan perselisihan serta adanya sebab-sebab yang menimbulkan terjadi suatu 

perceraian tersebut. Perceraian biasa dilakukan suami oleh ucapannya kepada istri dan istri tidak 

bisa bertindak sama sekali. menurut hukum islam mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % 

dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau 

dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.  

Kata kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Hukum Islam. 

 

              ABSTRACT 

God created men and women to carry out marriage. Marriage according to Islamic law is marriage 

or a very strong contract to obey the commandsss of Allah SWT and marriage is worship. In 

marriage if there are household problemss and results in divorce, thes problem that often arises in 

addition to child custody, namely about wealth. Marriage property in the marriage law is 

regulateds in articles 35s and 37, namelys the assetss acquired during marriage become joint assets, 

while the inheritance of each such as gifts, inheritance and grants are the property of each person 

as long as the parties do not determines otherwise. As a results of this joint property or divorce 

property the Marriage Law gives to the divorced parties about which law and what law to 

consider according to a reasonable sense of justice. From the objectives described above it does not 

fully run happily and eternally, therefore the goal of marriage is difficult to achieve because of 

quarrels and disputes and the causes that cause a divorce. Divorce is usually done by the husband 

by his words to his wife and wife can not act at all. according to Islamic law they agree that wives 
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get 40% of the items that exist, while husbands get 60%,s or wives 55% and husbands 45%, or with 

other distributions, all of which are left to their agreement. 

Keywords: Marriage, Joint Property, Islamic Law 

 

A. Pendahuluan  

 Allah SWTs menciptakan manusias dalam jenis laki-laki dan perempuan, sertas memiliki naluri 

untuk mengikatkan diri merekas dalam ikatans perkawinan. Perkawinans telah diatur dalam 

Undang-undangs Nomor 1 Tahun s1974 tentang Perkawinan. Sebelums diberlakukannyas Undang-

undang Perkawinan, Indonesias telah memberlakukans peraturan-peraturan perkawinan yang 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdatas (BW). Kemudian pada tahun 1991 lahirlah 

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentangs perkawinan, isi Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatur bidang perkawinan ini hampir sama dengan yang telah diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan yang berlaku umum untuk Wargas Negara Indonesia dan tidak membedakan agama, 

sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanyas berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang 

beragama Islam. Secara garis besar Kompilasis Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, 

peminangan, batalnya perkawinan dan jugas putusnya perkawinan.1 

 Setelah perkawinan terjadi seharusnya diadakan perjanjian kawin yang berisi tentang janji 

kawin dan pembahasan tentang pemisahan seluruh harta bawaan suami istri dan harta bersama, 

maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami maupun istri tersebut hanya memperoleh 

harta yang terdaftar atas nama mereka dan tidak merebutkan yang bukan haknya, karena tidak 

ada yang namanya harta bersama. Dengan demikian suami tidak berhak menuntut harta yang 

bukan harta bersama begitu juga sebaliknya. Sudah sewajarnya bila Islam mengatur perkawinan 

dengan sangat detail, perkawinan juga tidak dapat dilaksanakan karena adanya paksaan harus 

karena dasar kerelaan pihak yang bersangkutan yang ditentukan dengan adanya peminangan 

sebelum kawin yang disaksikan dengan dua orang saksi. Tetapi seiring berjalannya waktu, rumah 

tangga mereka pasti akan ada cobaan yang harus dilalui, jika tidak bisa diselesaikan dalam 

kekeluargaan maka jalan terakhir yang harus dilaksanakan adalah dengan perceraian, perceraian 

di Indonesia sendiri semakin bertambah setiap tahunnya. Perceraian terjadi karena kematian 

maupun putusnya perkawinan. Perceraians karena putuss harus dilaksanakan di Pengadilan 

Agama. 

 Suami istri yang telah bercerai pasti akan meributkans masalah pembagian harta bersama yang 

memang sangat rumit pembagiannya. Bahkan skerumitan ini yang akan semakin panas di 

Pengadilan dan tidak berpengaruh terhadap ssuami istri juga. Tetapi, bisa mengakibatkan 

permusuhan antara keluarga kedua belah pihaks juga. Permasalahan ini akan semakin berbelit-

belit dan perceraian yang harusnya hampirs selesai justru menjadi kacau lagi karena perdebatan 

harta yang menjadi bagian mereka.  s 

 Perceraian merupakan putusnyas ikatan suami dan istri yang sudah menikah karena adanya 

permasalahan mengenai hubungan suami dan istri yang sudah tidak bisa diselamatkan rumah 

tangganya. Dari semua agama di Indonesias hanya Agama Islam yang banyak mengatur tentang 

perceraian, dalam hukum Islam istilah perceraian adalah Talak yang artinya “melepas ikatan. 

Hukum talak adalah makruh atau tercela. sSebagaimana Hadist riwayat Abu daud dan Ibnu Majah 
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dari Ibnu Umar yang mana Rasullulloh SAW mengatakan bahwa sesuatu yang halal atau boleh 

yang sangat dibenci oleh Allah adalah Talak. Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena 

kematian dan  karena perceraian (Thalak, khuluk, fasakh, aibat syiqaq dan pelanggaran ta’lik 

talak), talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, dan talak tiga, 

cara menjatuhkan talah adalah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. 

Dalam perceraian, yang sering dipermasalahkan selain hak asuh anak adalah tentang harta, 

karena masyarakat desa khususnya masih menganggap harta  tidak penting untuk dibagikan 

setelah perkawinan, tetapi nanti setelah ada masalah rumah tangga dan mereka bercerai mereka 

akan mempermasalahkan harta bawaan suami istri maupun harta yang mereka beli bersama 

setelah perkawinan terjadi. 

  Contoh Kasus: Ibu Ani memasuki perkawinan dengan suaminya tanpa harta yang berarti. 

Sedikit demi sedikit dari perkawinannya dapat dikumpulkan uang simpanan. Disamping itu, Ibu 

Ani bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan yang bagus dan memiliki gaji yang lebih 

besar dari suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil golongan II. Dari perkawinan telah 

berlangsung selama sepuluh tahun dan belum diberikan keturunan. Tetapi tanpa sepengetahuan 

Ibu Ani pada siang itu suaminya kawin lagi dan Ibu Ani pun dimadu, untuk itu Ibu Ani 

memutuskan meminta cerai dari suaminya dari pada dimadu. Sedangkan dari perkawinan 

dengan suaminya ini mereka dapat membangun sebuah rumah yang sederhana dan dapat 

membeli sebuah mobil. Dari peristiwa ini sebenarnya Ibu Ani mendapatkan bagian yang lebih 

besar dari suaminya, akan tetapi dari suatu perkawinan antara suami istri sebenarnya telah 

bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Di samping itu suatu pembagian pekerjaan 

yang menyebabkan seorang dapat bergerak lebih maju. Berarti harta perkawinan Ibu Ani dan 

suaminya harus dibagi dua. Meskipun dalam kenyataannya mungkin Ibu Ani lebih banyak 

hartanya. Untuk itu  sebaiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini sebelum perkawinan lebih baik 

mengajukan perjanjian kawin, karena didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 

mengatur tentang harta bersama. Harta bersama ini akan menjadi lenyap jika dengan adanya 

perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan tujuan pemisahan 

harta ini adalah supaya suami istri dapat seimbang mendapatkan harta karena kadang suami akan 

menguasai harta tersebut. Dalam hukum Islam pun diatur harta suami dan harta istri terpisah, 

baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh mereka karena hadiah maupun warisan.2  

Rumusan Masalah 

Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan ditinjau dari Hukum Islam 

dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ? 

Metode penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan 

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. 

Metode Pendekatan 

a). Pendekatan Undang-undang(Statue Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi ini. 
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b). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. 

PENDAHULUAN 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan  

2.1.1 Putusnya Perkawinan 

 Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur putusnya 

perkawinan karena: 

1. Kematian 

2. Perceraian 

3. Putusan pengadilan 

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan 

hukum Positif tentang Perceraian menunjukkan adanya : 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 

hubungan perkawinan diantara mereka. 

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian 

suami istri yang bersangkutan yang sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha 

Esa. 

c. Putusan Hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 

putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan hubungan 

keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Perceraian hanya dapat 

dilakukan di Pengadilan, dan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik 

atas kehendak kedua belah pihak seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, 

tetapi dalam hal ini Pemerintah demi menghindari tindakan sewenang-wenang 

terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus 

melalui lembaga peradilan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Warga Negara 

Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun sebenarnya hukum Islam tidak 

mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih 

banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka seluruh Warga Negara 



Indonesia wajib mengikuti ketentuan ini.3 Perceraian dapat dijelaskan dari beberapa 

perspektif hukum yaitu : 

a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Perceraian dalam 

pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan permohonan cerainya 

oleh suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku 

segala akibat hukumnya sejak saat perceraian diikrarkan. 

b) Perceraian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan 

Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya 

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap.4 

Perceraian dalam hukum Islam dilarang Allah dan Rasul karena tidak ada sesuatu yang 

halal yang paling dibenci oleh Allah selain talak. Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak 

berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian dalam hukum Islam diizinkan 

kalau ada alasan yang kuat dan kebolehan perceraian dapat dipergunakan dalam keadaan yang 

sangat mendesak.  

2.1.2.  Putusnya Perkawinan karena Perceraian  

a. Talak artinya melepas atau mengurai tali pengikat. 

b. Fasakh artinya hubungan perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim 

agama. Karena salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum 

berlangsungnya perkawinan.  

c. Khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya talak 

satu dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang 

mengiginkan cerai khuluk. Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar perstujuan kedua belah 

pihak merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam istri dalam prakteknya 

tidak mempunyai apa pun untuk minta diceraikan. 

 d. Ha’ adalah menolak dengan sumpah. Apabila Ha’ dikaitkan dengan pernikahan. Artinya 

adalah sumpah seorang suami untuk tidak ikut campur urusan istrinya. Suami tidak menjalani 

kembali hubungan perkawinan dalam empat bulan, maka istri harus diceraikan. 

 e. Zihar merupakan prosedur talak yang hampir sama dengan Ha’. Zihar adalah sumpah seorang 

suami bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya. 

                                                             
3 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang Palembang, 2006, h. 110. 
4 Ibid., h. 111. 



 f. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari 

agama Islam, maka putusnya hubungan perkawinan mereka. Dasar hukum Murtad dari putusnya 

hubungan perkawinan yaitu Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan 

karena berlainan agama.  

g. Kematian Apabila suami atau istri meninggal dunia maka terputuslah pernikahannya.5 

2.1.3. Putusnya Perkawinan karena Kematian 

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan 

meninggal dunia apakah itu suami atau istri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami 

dan istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan 

kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak 

terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan 

dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau 

kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam 

masyarakat kita dengan istilah cerai mati.  

Tetapi, Putusnya Perkawinan karena kematian bukan berarti seseorang tersebut telah 

meninggal dunia saja, tetapi seorang suami melakukan hal yang merugikan istri yaitu: 

a). Zina, pemabuk, pemadat, pejudi  

Zina termasuk dalam salah satu alasan untuk memutuskan perkawinan dengan gugatan 

perceraian. Penjelasan ini tidak terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tentang apa yang disebut zina oleh pembentuk undang-undang diserahkan 

kepada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Definisi umum tentang 

zina yaitu seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan ialah hubungan seksual yang 

dilakukan oleh suami dan istri dengan seorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin. Untuk 

itu, perbuatan homoseksual atau lesbian tidak termasuk dalam zina. Perbuatan zina yang 

dilakukan oleh salah satu pihak di antara suami dan istri dengan pihak ketiga dan disetujui oleh 

pihak lain. Pihak yang menyetujui seolah-olah membolehkan zina tidak dapat memajukan 

gugatan perceraian. Hal ini disebabkan bahwa seseorang terhadap siapa yang berkewajiban untuk 

tidak melanggar hukum, yaitu tidak boleh berzina, tetapi kemudian atas kewajiban hukum yang 

tidak diperbolehkan itu, ia memberikan persetujuannya dengan mengizinkan6. Oleh karena itu 

dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menuntut perceraian berdasarkan pelanggaran yang 

diizinkannya. Istilah zina tidak meliputi perbuatan hubungan seksual antara suami dan istri 

                                                             
5 https://media.neliti.com/media/publications/240392-dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-

b28557da.pdf diakses pada hari jum’at tanggal 28 juni 2019 pukul 19.30 
6 Ibid., h.141. 
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dengan pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang lain, oleh karena ini perzinaan semacam ini 

tidak bersifat pelanggaran kesetiaan dalam pelanggaran.  

Menurut hukum Islam, suatu perbuatan zina harus dalam keadaan tertangkap tangan untuk dapat 

dijadikan alasan perceraian. Yaitu dapat dilihat dari: 

1. Ada pengakuan dari pihak yang berbuat dan pengakuan itu dapat dicabut, bila pencabutan 

pengakuan itu diperkuat oleh alasan-alasan yang mempunyai dasar yang dapat dibenarkan. 

2. Keterangan yang diperlukan untuk kepastian adanya perbuatan zina, harus ada empat orang 

saksi pria yang adil yang menenrangkan hakekat perzinaan itu, yaitu: melihat bahwa benar terjadi 

hubungan seksual. 

3. Perbuatan tidak dapat disebut zina apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan.7 

b). Meninggalkan pihak yang lain tanpas izins dan alasans yang sah selamas dua tahun lebih 

Meninggalkan pihak yang lain tanpa izin dan alasan yang sahs telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. Persyaratan yang lebihs penting dalams hal meninggalkannya, tanpa 

suatu alasan yang sah dan tanpa izin orang yang ditinggalkan. Bila kepergiannya, misalnya karena 

hendak berlibur, dinas keluar kota, urusan perdagangan sdan alasan lain, maka alasan tersebut 

tidak dapat dijadikans sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Lebih jelasnya meninggalkan 

yang dimaksud adalahs: 

1. Harus dengan penuhs kesadaran kehendak bebas. 

2. Bukan karena keadaans memaksa yang tidaks dapat dielakkan. 

3. Tanpa izin pihak yang lain kecuali dengans alasan yang jelas. 

4. Perbuatan itu harus berturut-turut untuks waktu paling sedikit 2 tahun.8 

c). Salah satu pihak dijatuhi pidana penjaras lima tahun atau lebihs setelah perkawinans 

berlangsungs 

Istris mupuns suami menuntuts perceraians bila salahs satu pihak dijatuhi pidana. Akan tetapi 

hal tersebut merupakan alasan perceraians bilas pidana tersebut dijatuhkan setelah terjadi 

perkawinan. Seperti dengan alasan zina, stuntutan ini cukup melampirkan putusan pidana yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena salinan putusan tersebut bagi hakim merupakan 

suatu bukti yang cukup untuk mengabulkans tuntutan perceraian.9 

                                                             
7 Ibid., h. 143. 
8 Ibid., h. 145. 
9 Ibid., h. 147. 



d). Kekejaman atau penganiayaan berat 

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan tentangs kekejamans atau penganiayan 

berat yang bagaimana dapat dijadikan alasan suntuk menuntut perceraian. Dalam ketentuan ini 

hanya terdapat kata-kata “ yang smembahayakan terhadap pihak yang lain”. Tentangs perbuatan 

yang bagaimanas bersifat membahayakans itu juga tidaks terdapat penjelasannya.  

Dalam Pasal 39 sampais dengan Pasal 41  Undang-undangs Nomor 1 Tahun 1974 Pasal dan Pasal 14 

sampai dengans pasal 36 dalam Peraturans Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian diatur 

dengan caras cerai gugat dans cerai talak. Pelaksanaannyas diatur dalams perkawinan menurut 

Agama Islam, jikas akan menceraikan istrinyas maka harus mengajukans surat kepada Pengadilan 

tempat tinggalnyas yang berisi alasan yang jelas.10 

e). Salah satu pihaks mendapat cacat badans atau penyakit yang mengakibatkans tidak dapat 

menjalankans kewajiban sebagais suami atau istri 

Tidak dijelaskans secara terbatas apa yangs dimaksud dengans cacat badan atau penyakit 

adalahs tepat karena sewaktu-waktu dapat munculs penyakit baru yang menyebabkans penderita 

tidak dapats menjalankan kewajibannyas sebagai suami dans istri. Apabila sakit ataus cacat ini 

disembunyikan soleh salah satu spihak sehinggas pihak yang lain stidak mengetahuinya pada saat 

perkawinans dilangsungkans makas dapats dilakukans perceraians setelahs salah satus pihak 

mengetahuinya.11 

f). Suamis dan istris terus meneruss melakukan sperselisihans dan pertengkarans dan sudah tidak 

punya harapans untuk bisa hidup srukun lagi. 

 Kebahagiaans dan kesejahteraans suatu perkawinans tidakss akan dapatss tercapais jika suami 

dan istriss terus-meneruss bertengkar. Apapuns yang menjadis alasannya, keadaanss seperti ini sangat 

tidak baik danss tidak ada untungnya.12 

2.1.4. Putusnyas Perkawinans Karenas Putusans Pengadilan  

Putusnyass perkawinanss karena putusanss pengadilans dapat terjadis karena adanya 

seseorangs yang meninggalkans tempat kediamanas bersama, sehinggas perlus diambils langkah-

langkah terhadaps perkawinan orang stersebut, untuk kepentingan keluargas yang ditinggalkan. 

Perceraian membawa akibat yangs luas bagi perkawinan, bagi suami dan isteri, harta kekayaan 

perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 
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Putusnya perkawinan atass putusan pengadilans juga bisa terjadi karena adanya 

permohonan dari ssalah satu pihaks suami atas istri ataus para anggota skeluarga yang tidak setuju 

dengans perkawinan yang dilangsungkans oleh kedua pihak. Permohonans pengadilan 

memperbolehkans perkawinan yang telahs berlangsung sdengan alasans bertentangan dengan syara’ 

atau perkawinans tidak sesuai dengans syarat yang telahs ditentukan baik dalam Undang-Undang 

perkawinans maupun menurut hukum agama. 

Putusnya Perkawinans atas Putusan Pengadilans dapat terjadis apabila dilakukan di depan 

Pengadilans Agama, baik itu karenas suami yang menjatuhkans cerai (talak), ataupun karena isteri 

yangs menggugat cerai ataus memohon hak talaks sebab sighat taklik talak. Meskipun dalams agama 

Islam, perkawinans yang putus karenas perceraian dianggaps sah apabila diucapkan seketika oleh 

suami, namun harus tetaps dilakukan di depans pengadilan. Tujuannya adalahs untuk melindungi 

segala haks dan kewajiban yangs timbul sebagais akibat hukum perceraian itu. 

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkans bahwa perceraians hanya dapats dilakukans di depan 

sidang Pengadilan, setelahs Pengadilan yang bersangkutans berusaha mendamaikans kedua belah 

pihak. Perceraian bagis pemeluk agama Islam sproses dan penyelesaiannyas dilakukan di depan 

Pengadilan, sedangkans bagi pemeluk agama nons Islam proses dan penyelesaiannyas dilakukan di 

depan Pengadilans Negeri. 

Walaupuns perceraian itu adalah urusan pribadis baik atas kehendak bersamas maupun 

kehendak salahs satu pihak yang seharusnyas tidak perlu adanya campur-tangans dari Pemerintah, 

namun demi menghindarkan tindakans sewenang-wenang terutamas dari pihak suami dan juga 

demi kepastians hukum, maka perceraians harus melalui saluran lembaga Pengadilan. 

Sehubungan dengan adanyas ketentuan bahwa perceraians harus dilakukanss di depan 

sidangs Pengadilan, makas ketentuan inis berlaku jugas bagi merekas yang beragama Islam. 

Walaupuns pada dasarnya hukum Islam stidak menentukans bahwa perceraian itu harus dilakukan 

di depan sidangs Pengadilan namun karena ketentuuan sini lebih banyaks mendatangkan skebaikan 

bagi kedua belah pihaks maka sudah sepantasnyas apabila orang Islam wajibs mengikuti ketentuan 

ini. 

Akibat perceraians baik bapak ataus ibu tetap berkewajibans memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkans kepentingan anak. Ketikas suatu saat ada perselisihan 

mengenai hak penguasaans atas anak, maka Pengadilan akans memberikan keputusannya dan 

harus diterima olehs para pihak. Dalam hals ini kekuasaan orang tuas menuruts Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 bersifat walaupuns telah terjadi perceraian, kekuasaans orang tua atas anak 

yang masih dis bawah umur tetaps berjalans, tidak berubahs menjadi perwalian seperti pengaturan 

dalam KUH Perdatas dalam pasal 298 dan 299.  



Selama berlangsungnyas gugatan perceraian atas permohonans penggugat atau tergugat 

atau berdasarkans pertimbangan bahaya yangs mungkin ditimbulkan, Pengadilans dapat 

mengizinkan suamis dan isteri tersebuts untuk tidaks tinggal dalams satu rumah. 

Selama berlangsungnya gugatans perceraian atas permohonan spenggugat atau tergugat, 

Pengadilans dapat: 

a. Menentukan nafkah yangs harus ditanggung oleh suami, 

b. Menentukan hal-halss yang perlu untuks menjamins pemeliharaan dan pendidikan anak, 

   c. Menentukan hal-hals yang perlus untuk menjamins terpeliharanyas barang-barangs yang menjadi 

hak bersamas suami dan isteri ataus barang-barang yang menjadi hak isteri diaturs dalam pasal 24 PP 

No. 9 tahun 1975. 

Bapak yang bertanggungs jawab atas semua biayas pemeliharaans dan pendidikan yang 

diperlukans anaknya, apabilas bapak dalams kenyataannyas tidak dapat memenuhi kewajiban 

tersebut, pengadilans dapat menentukans bahwa ibu ikut memikul biayas tersebut. 

Pengadilan dapats mewajibkans kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan 

menentukan sesuatus kewajiban bagi bekas isterinya. 

Perwalian tidaks timbul setelah terjadinyas perceraian, perwalians menurut Undang-undang 

Perkawinans ialah bagi anaks yang belum mencapais usias genap 18 tahuns atau belum 

melangsungkans perkawinan, yangs tidak berada di bawahs kekuasaan orang tua. Mereka yang di 

bawah kekuasaans orang tua adalah anaks sah yang belum genaps berumur 18 tahun.13 

2.1.5. Asas-asas Hukum Perkawinan 

Undang-undangs nomor 1 tahun 1974s menurut asas-asass hukum perkawinans sebagaimana 

dijelaskans dalam bagians penjelasan umumnya, yaitu sebagais berikut: 

1. Tujuan perkawinans adalah membentuk skeluarga yang sbahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri 

perlu saling membantus dan melengkapi agars masing-masing dapats mengembangkan 

kepribadiannya membentuks dan mencapai kesejahteraans spiritual dan material. 

2. dalam undang-undangs ini dinyatakans bahwa suatu perkawinan adalahs sah bila dilakukan 

menurut hukum masing-masings agamanya dan kepercayaannya, dan perkawinans harus dicatat 

menurut peraturans perundang-undangan yangs berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama 

halnya dengans pencatatan peristiwa penting dalam kehidupans seseorang, misalnya kelahiran, 

kematian, yang dinyatakans dalam surat keterangan, suatu akte resmi yang jugas dimuat dalam 

pencatatan. 
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3. Undang-undangs ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang 

bersangkutan, karena hukum dan agama daris yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami 

dapat beristri lebihs dari seorang. Namun, perkawinan seorangs suami dengan lebih dari seorang 

istri meskipun hal itu dikehendakis oleh pihak-pihak yangs bersangkutan hanya dapat dilakukan 

apabila memenuhi berbagais persyaratan tertentus dan diputuskans oleh Pengadilan. 

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa scalon suami istri harus telah masak jiwa raganya 

untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkans tujuan perkawinan secara baik 

tanpa berakhirs pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dans sehat. Untuk itus harus 

dicegah adanyas perkawinan antara calon suamis istri yang masih dibawah umur. Karena 

perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka suntuk mengehentikan 

laju kelahiran yangs lebih tinggi, harus dicegah terjadinyas perkawinan antara calon suami istri 

yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih tinggi. Maka untuks itu undang-undang 

ini menentukan batas umur untuk kawin baik s pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 

16 tahun bagi wanita. 

5. karena tujuans perkawinan adalah untuk smembentuk keluarga yang sbahagia dan skekal dan 

sejahtera, makas undang-undang ini menganuts prinsip untuk mempersukars terjadinya perceraian. 

Untuk memungkinkan perceraian haruss ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan 

sidang Pengadilan.  

6. Hak dan kedudukan istris adalah seimbang dengan hak dans kedudukan suami baik dalam 

kehidupan rumah tanggas maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian 

segala sesuatus dalam keluarga dapat dirundingkans dan diputuskan bersama oleh suami istri.14 

PEMBAHASAN 

3.1 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Pribadi  

Hukum islam smenganggap bahwa hartass benda miliks suami sdan harta benda milik istri 

satu sama lains adalah terpisah. Dengan kata lains bahwa harta benda yang mereka miliki, yang 

masing-masing dibawas pada waktu melakukan perkawinan adalahs tetap menjadi milik masinh-

masing. Demikian dengan harta benda yang masing-masings diperoleh selama berlangsungnya 

perkawinan mereka ssebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahans dari orang 

lain, atau shasil dari pembeliannya, dan lain-lains sebagainya, tetap terpisah satu dari yang lain 

atau tidak sdicampur, artinya bahwa suami tidaks ada hak atas harta bendas kepunyaan istri, dan 

demikian pulas sebaliknya. Hal ini dapats mempermudah mengenai siapa yang harus mengurus 

harta benda itu atau memelihara, atau spun menjualnya. Jadi kekuasaans terhadap harta benda itu. 
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Apabilas suami ataus istriss masing-masings ingin mempergunakanss barang-barangs istri ataus suami, s 

makas dalams hal inis suamis ataus istris atass dasars suatus perjanjians santaras mereka, yaitu perjanjian 

pinjam meminjam yangs biasanyass dilakukans secara diam-diam. s 

sDalams hukums islams tidaks terdapats ketentuan, s sepertis yangs diaturs dalams BW , yaitus seorangs 

perempuans yangs bersuamis hanyas dapats melakukans perbuatans hukums dengans sah, jikas dalams 

halss inis dibantus ataus diberis kuasas olehs suaminya.15 

Dalams persoalans inis kitas haruss membedakans 2s buahs hals yaitus kewajibans memikuls dans 

tanggungs gugat. s Kewajibans memikuls merupakans sesuatus yangs mengenais hubungans interns 

antaras suamis dans istris yangs mengarahs kepada hartas siapakahs yangs haruss memikuls pelunasans 

hutangs itus ataus bagians siapas yangs haruss dikurangis untuks melunasis hutangs tersebut. s Tentunyas 

yangs haruss memikuls adalahs orangs yangs menikmatis hasilnya. s Kewajibans inis barus akans muncul 

apabilas akans diadakans pembagians hartas kekayaans antaras suamis dan istri. Padas hakikatnyas 

kewajibans memikuls merupakans soals pembagian, s sedangkans tanggungs gugats adalahs soals 

perjanjian. s  

Apabilas istris dans suamis mempunyais hutangs makas dalams persoalans manakahs yangs 

haruss membayars jikas terjadis hutangs yangs haruss di gugats pertamas hartas pribadis salahs sebuahs 

pihaks yangs berhutangs itus bukans hartas pribadis pihaks yangs lain. s Tetapi, s hartas persatuans hartas 

kekayaannyas tidaks akans luputs daris gugatans berdasarkans suatus pembuktians yangs tidaks masuks 

akal. s 

Hutangs pribadis tidaks dapats dibebankans separos daris persatuans hartas kekayaan, s karenas 

persatuans hartas kekayaans merupakans miliks bersamas antaras suamis dans istri yangs bersifat 

terikats. Untuk itus, pemiliknya yaitus suami dans istri tidaks dapat mengatakans bahwa ia 

mempunyais kekuasaans atas persatuans harta kekayaans tersebuts. Apabila hutangs tersebut hutangs 

bersamas yang dilakukans oleh suamis istri maka hartas yang dapat di gugats oleh krediturs adalahs 

harta daris persatuan hartas kekayaan, sedangkans jika belum mencukupis maka hartas pribadis tiap-

tiap pihak harus dibayarkan, karena kedua suami istri tersebut harus bertanggung jawab atas 

hutang yang telah dibuatnya.16 Akan tetapi dalam praktek dapat kita lihat bahwa hutang bersama 

yang dibuat oleh istri untuk keperluan rumah tangga atau untuk menjalankan pekerjaannyadapat 

membebanis jugas hartas pribadis suaminyas. Dengans demikians, makas dapats dikatakans bahwas 
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suami juga harus ikut bertanggung jawab atas hutang persatuan yang telah dibuat oleh istrinya, 

tetapi jika suami yang membuat hutang persatuan yang dibuat oleh suaminya.17 

3.2 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama 

Hartas bersamas dalams hukum Islam stidak dijelaskans, karenas didunias Arab yangs 

umumnyas dijadikans patokan fiqhs tidak menjelaskans tentangs hartas bersamas pascas putusnyas 

perkawinans. Namuns kembalis lagi jikas kita melihats hartas bersama merupakans hartas yangs 

diperolehs dari kedua belahs pihak yangs salings bekerjasamas dalam bentuk Syirkahs.18 Yangs mana 

lebihs diqiyaskans dengans syirkahs abdan mufawwadhahs yang berartis perkongsian bertenagas dan 

taks terbatass dan yangs merekas hasilkans dalams masa perkawinans menjadis harta bersamas, kecuali 

bentuks pemberians khususs kepada salah satus suami atau istris. Meskipuns harta bersamas tidak 

diaturs secara jelass dalams fiqh islams, namuns keberadaannyas diterima olehs sebagians besar ulamas‟ 

Indonesias. Hals ini jugas didukungs oleh kenyataans bahwa masyarakats Indonesias antaras suami 

istris bersamas untuks saling melengkapis dalam hal ekonomis. Adanyas apas yangs disebut hartas 

bersamas dalams sebuahs rumahs tanggas, pada mulanyas didasarkans padas urf  ataus adats istiadats 

dalams sebuahs negeris yang tidaks memisahkans antaras hak miliks suamis dan istris. Hartas bersamas 

tidaks ditemukans dalams masyarakats islams yang adats istiadatnyas memisahkans antaras hartas 

suamis dan hartas istris dalams sebuahs rumah tanggas.19 Berdasarkans Undang-undangs Perkawinans 

hartas bendas perkawinans itu meliputis: 

1) Hartas yang diperolehs selama perkawinans menjadis harta bendas bersamas, yaitus harta yangs 

beradas dibawahs penguasaans bersamas suamis istris, sehinggas jikas salahs satus pihaks suamis istris 

ingins melakukans perbuatans hukums atas hartanyas itus, sepertis menjuals, menggadaikans dan lain-

lains haruss mendapats persetujuans dari pihaks lainnyas diaturs dalams pasal 35 dan 36 Undang-

undang Perkawinans. 

2) Hartas bawaans dari masing-masings suami istris dan hartas benda yang diperolehs masing-masings 

sebagais hadiahs atau warisans adalah dibawahs penguasaans masing-masings sepanjangs suamis istris 

tidaks menentukans lains. Misalnyas, sebagais imbalans dari sikaps loyals istri terhadaps suamis, istris 

berhaks menerimas nafkahs dari suamis menuruts tingkats ekonomis suamis. Hals inis berdasarkans 

Firmans Allahs surah An-Nisaas‟ (4) ayats 32 sebagais berikuts yangs  artinyas: “Dans janganlahs kamus 

iris hatis terhadaps apa yangs dikaruniakans Allahs kepadas sebagians kamus lebihs banyaks daris 

sebagians lains. Karenas bagis laki-lakis ada bagians daripada apas yang merekas usahakans, dan bagis 

paras wanitas puns ada bagians dari apas yangs mereka usahakans”. Selayaknyas tujuans manusias 

dalams perkawinan adalah untuks menciptakans kelanggengans dan keharmonisans dalams 
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membentuks suatu keluargas yangs sakinahs, mawaddahs dan warrahmahs. Namuns serings dalams 

suatus keluargas terjadis permasalahans diantaranyas masalahs mengenai hartas, yang didalamnyas 

adanyas ketidakseimbangans dalams pencarians harta keluargas (harta bersama) s yangs menciptakans 

konfliks antaras suami istris yang seringkalis berujungs perceraians. Permasalahans yang timbuls 

selanjutnyas tidaks hanyas sampais dengan perceraian sajas, melainkans menimbulkans polemiks barus 

yaitus mengenais harta bersamas merekas. Pembagians hartas bersamas dalams Undang-undangs 

Nomors 1 tahuns 1974 tentangs Perkawinans tidaks diaturs secara sterperinci berapas bagian masing-

masings, namuns dalam Kompilasis Hukums Islams 8 (KHI) pasals 97 membaginyas samas ratas yaknis 

seperduas (½) untuks suamis dan seperduas (½) untuk istris. Terdapatnyas ketidakjelasans dalams 

pembagians hartas bersamas yangs diaturs di Indonesias apabilas terdapats suatus kondisis dimanas 

adanyas istris yang lebihs aktif bekerjas atau berusahas dalam prosess mendapatkans harta bersamas. 

Sedangkans suami hanyas bersifat membantus. Serings kita dengars bahwas perempuans menanggungs 

kerjas lebih lamas dan tidaks dihargais sebagais domestic workers.20 Bebans tersebuts tentus bertambahs 

berats, jika istri juga bekerjas mencaris nafkahs. Jikas dikalkulasis bebans istri adalahs reproduksis, 

pekerjaans domestiks dan mencaris nafkahs. Sedangkans suamis, karenas diposisikans sebagais kepalas 

keluargas, untuks keperluannyas sendiris saja haruss dilayanis istris. Sehinggas menimbulkans suatus 

persepsis apakahs ketikas terjadinyas perceraians diantaras merekas dalams hal hartas bersamas akans 

dibagis seperduas (½ ) untuks suamis dan seperduas (½) untuks istris, ataukahs terdapats suatu 

keadilans lains yang dapats diciptakans guna menegakkans prinsip keadilans yang dijunjungs tinggis 

dimata hukums. 

Setelah mengetahui pengertian harta bersama timbullah pertanyaan yaitu bagaimana 

membagi harta bersama tersebut menurut Hukum Islam. Di dalam Islam tidak ada aturan secara 

khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan peringatan secara umum di 

dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya yaitu: 

Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di 

dalam Al Qur’an disebut dengan istilah “Ash Shulhu “yaitu perjanjian untuk melakukan 

perdamaian antara kedua suami dan istri setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman: 

نإَوَ  ِ مو   ْ َ  َ تَ اةو ٌ ة  ْ ت َ نةو  لَع  ةِو اوزوُشٌُ ا هة ٌعُت َ   َ و نضَة ح تن و َ ل  وَ ت  ل هةعَل  ت َ إةو ض  لَص  ت اوحة ل  لةصُت ا هةح عو لةاوو او ٌْحُّ  ِ مَو  هة  ْ أوَ   َ ضَ َورة  ِ نإَةو ٌْزُّالو ٌ ة اةنوأوو   ِ  ٌ حوُ َِ  اوصة

ٌ وُ ا َّلَ  ِ َ تإ و ٌْللل و َ نإَلو  ت  إ و الَ  لوُ ٌ ا هةل  َُ رهَ  ْ  

“ Dans jikas seorangs wanitas khawatirs akans nusyuzs ataus sikap tidaks acuhs daris suaminyas, makas 

tidaks mengapas bagis keduanyas untuks mengadakans perdamaians yangs sebenar-benarnyas dan 

perdamaians itu lebihs baiks (bagi mereka) s. 
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Ayats di atass menerangkans tentangs perdamaians yangs diambils olehs suamis istris setelahs 

merekas berselisihs. Biasanyas di dalams perdamaians inis adas yangs haruss merelakans hak-haknyas, 

padas ayats di atass, istri merelakans hak-haknyas kepadas suamis demi kerukunans antars keduanyas. 

Hals ini dikuatkans dengans sabdas Rasulullahs saws : 

ِ ض نةو ََ ووَ اةنوَ ض لة ةُ ُّْو ض  اَ  َ ةْلو دوَ ض نةو َ اهَلوَ ض نةو ٌ هَِّ  َ لوُس و َ إلو   َ للص ٌْلللوَ  ل هةلوَ ٌْلللوو ا  للس و ض  ل   ِ لةاوو َ تس و  مَو ٌْحُّ تَِ  َ لَلَهن و ا هةن و  ةِ ةْلو لةصُت نلَّلو ٌ ر و او لَ لُّو ر  ل  ةِو ر  حلو َ   َ ر 

ٌُ ت  َ  ر 

Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan 

yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram “ 

Menurut hukum Islam harta bersama suami dan istri terpisah, masing-masing mempunyai 

hak menggunakan harta sepenuhnya. Harta yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing para 

pihak adalah harta dalam masa perkawinan ataupun harta dalam masa perkawinan yang bukan 

merupakan usaha bersama seperti warisan, hibah dan hadiah. Di dalam AlQuran dan Hadist Nabi 

Muhammad tidak menjelaskan secara jelas bahwa harta yang diperoleh selama hubungan 

perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya dan tidak menjelaskan secara jelas juga bahwa harta 

selama perkawinan menjadi milik bersama. Berarti bahwa keberadaan harta benda dalam 

perkawinan merupakan persoalan yang perlu dijelaskan oleh para ahli hukum Islam dengan cara 

ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran atau menalar dan sesuai jiwa hukum Islam.21 

Cara mendapatkan harta bersama adalah sebagai berikut: 

a. Pembagians hartas bersamas dapats diajukans  bersamaans dengans saats mengajukans gugats cerais 

dengans menyebutkans hartas bersamas dans bukti-buktis bahwas hartas tersebuts diperolehs selamas 

perkawinans. Permintaan pembagians harta disebutkan dalam tuntutans. 

b. Pembagian harta  bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya 

mengajukan gugatan harta bersama bagi yang beragama islam gugatan harta bersama diajukan ke 

Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non Islam gugatan pembagian harta 

bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon. Harta bersama yang baru 

didapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan 

hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, dan mulai saat itu harta bersama sudah 

boleh dibagi. Apabila keputusan Hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan 

belum mempunyai kekuatan tetap maka harta bersama antara suami istri belum bisa dibagi, 

sedangkan menurut yurisprudensi Mahkhamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 

1968 Nomor 89 K/Sip/1968 selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta 
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bersama yang dipegang olehnya tidak didapat dibagikan untuk menjamin kehidupannya yang 

layak. Pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkhamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 

1959 Nomor 187 K/Sip/1959, yang juga dituntut oleh pasal 41 Juncto pasal 45 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menecerminkan aspirasi hukum Islam dalam Alquran surah XXXIII 

ayat 48(Al-Ahzab) dan ayat 236(Al Baqarah) juncto Alquran surah II ayat 241,  harta bersama 

tersebut tetap tidak terbagi  dan menjadi jaminan nafkah istri, biaya hidup anak. 

Kesimpulan 

Maka kesimpulannya adalah jika mereka bercerai menurut hukum islam mereka sepakat 

bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 

55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan 

mereka berdua. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Harta bersama menurut pasal 96 dan 

97 Kompilasi Hukum Islam adalah Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan tetap 

menjadi milik bersama, oleh karena ketika terjadi pembubaran perkawinan, keduanya akan tetap 

mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Kedudukan harta bersama dalam 

Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam Barang berharga tetap menjadi milik suami atau istri 

yang menerimanya dari warisan atau penghibahan, walaupun mereka cerai hidup atau cerai mati, 

dan apabila salah satu dari suami atau istri meninggal, dan mereka tidak mempunyai anak, maka 

maka harta tersebut kembali kepada asalnya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta 

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-

masing dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-

hukum lainnya. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan berapa 

bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati 

maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 diatur tentang 

pembagian harta bersama atau syirkah ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun 

cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan 

dalam perjanjian kawin. istri, dan hal ini dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan 

pengadilan.22 

Jika perceraian putus karena perceraian maka pembagian hartanya di atur dalam pasal 37 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berarti Undang-undang perkawinan telah 

menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk memilih hukumnya masing-masing yaitu 

hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang mereka anut. Jika perkawinan putus bukan 

karena perceraian dan bukan karena kematian maka harta bersama diatur menurut Hukum agama 
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bekas suami istri dan jika agama mereka tidak mempunyai hukum agama tentang harta bersama, 

maka diberlakukan hukum adat tentang harta bersama.  

Jika terjadi cerai mati pembagiannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96: 

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama. 

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus 

ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas 

dasar putusan Pengadilan Agama. 

Apabila salah satu dari suami maupun istri memiliki hutang maka hutang tersebut 

dibebankan kepada istri jika suami yang berhutang dan dibebankan kepada suami jika istri yang 

memiliki hutang. Bagi seorang janda atau duda yang cerai hidup berhak seperdua harta masing-

masing sepanjang tidak ada perjanjian didalam perkawinan. 

 

 

 

 

 


